
 

 

 

 
 
 

BUPATI KEPULAUAN MERANTI 
PROVINSI RIAU 

 

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN MERANTI  
NOMOR 8 TAHUN 2020 

 

TENTANG 
 

PEDOMAN PENGELOLAAN SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN BADAN 
LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH  

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

BUPATI KEPULAUAN MERANTI, 
 

Menimbang : a.  bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 96 Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan 

Umum Daerah, maka terhadap Peraturan Bupati Kepulauan 
Meranti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Penggunaan Suprlus 
Anggaran pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit 

Umum Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti perlu dilakukan 
penyesuaian/dicabut; 

 

  b. bahwa berdasarkan pertimbangan Direktur Rumah Sakit 
Umum Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti sebagaimana 

tersebut dalam Telaahan Staf Direktur Rumah Sakit Umum 
Daerah  Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor : 
445/RSUD/1946 Tanggal 31 Desember 2019, maka dipandang 

perlu ditetapkan dalam suatu peraturan; 
 

  c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana  dimaksud 

dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 
Bupati Kepulauan Meranti tentang Pedoman Pengelolaan Sisa 

Lebih Perhitungan Anggaran Badan Layanan Umum Daerah 
Rumah Sakit Umum Daerah. 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pembentukan 
Kabupaten Kepulauan Meranti di Provinsi Riau (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 13, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 4968); 
 

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, 
Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 
 

3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072); 
 

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang 
Perubahan atas Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2011 
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398); 



 

 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5877) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5679); 
 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6322); 
 

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang 
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157); 
 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang 
Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213); 
 

9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.14.664 Tahun 
2016 tentang Pengangkatan Bupati Kepulauan Meranti Provinsi 

Riau; 
 

10. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 9 

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 
Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti (Lembaran Daerah 
Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2016 Nomor 9), 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 3 

Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah 
Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 9 Tahun 2016 tentang 
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten 

Kepulauan Meranti (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan 
Meranti Tahun 2019 Nomor 3); 

 
MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN SISA 
LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN BADAN LAYANAN UMUM 
DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH. 

 

BAB I  
KETENTUAN UMUM 

 
Pasal 1 

 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Meranti. 

2. Bupati adalah Bupati Kepulauan Meranti. 
3. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem 

yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam 

memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas 
dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan 
pengelolaan daerah pada umumnya. 



 

 

4. Rumah Sakit Umum Daerah selanjutnya disingkat RSUD adalah RSUD 

Kabupaten Kepulauan Meranti. 
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD 

adalah adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang ditetapkan 
berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD. 

6. Sisa lebih perhitungan anggaran BLUD RSUD adalah selisih lebih antara 

realisasi penerimaan dan pengeluaran BLUD RSUD selama 1 (satu) tahun 
anggaran. 

 

BAB II 

MAKSUD DAN TUJUAN 
 

Pasal 2 
 

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam 
mengelola Sisa Lebih Perhitungan Anggaran pada BLUD RSUD. 

 

Pasal 3 
 

Tujuan dari pembentukan Peraturan Bupati ini adalah untuk: 
a. menjadi pedoman penggunaan sisa lebih perhitungan anggaran pada BLUD 

RSUD; dan 
b. memaksimalkan penggunaan sisa lebih perhitungan anggaran pada BLUD 

RSUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
 

BAB III 

RUANG LINGKUP 
 

Pasal 4 
 

Ruang Lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini adalah mengenai 

pengelolaan sisa lebih perhitungan anggaran lebih pada BLUD RSUD. 
 

BAB IV 

KRITERIA SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN BLUD 
 

Pasal 5 
 

(1) Sisa lebih perhitungan anggaran BLUD merupakan selisih lebih antara 

realisasi penerimaan dan pengeluaran BLUD selama 1 (satu) tahun anggaran.  
 

(2) Sisa lebih perhitungan anggaran BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dihitung berdasarkan laporan realisasi anggaran pada 1 (satu) periode 

anggaran. 
 

(3) Sisa lebih perhitungan anggaran BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dapat digunakan dalam tahun anggaran berikutnya, kecuali atas perintah 

Bupati disetorkan sebagian atau seluruhnya ke kas daerah dengan 
mempertimbangkan posisi likuiditas dan rencana pengeluaran BLUD. 

 

BAB V 
PEMANFAATAN SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN BLUD RSUD 

 

Pasal 6 
 

(1) Pemanfaatan sisa lebih perhitungan anggaran BLUD dalam tahun Anggaran 

berikutnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) dapat digunakan 
untuk memenuhi kebutuhan likuiditas. 

 

(2) Pemanfaatan sisa lebih perhitungan anggaran BLUD dalam tahun anggaran 

berikutnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) yang digunakan 
untuk membiayai program dan kegiatan harus melalui mekanisme APBD. 

 

(3) Pemanfaatan sisa lebih perhitungan anggaran BLUD dalam tahun anggaran 

berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) apabila dalam kondisi 
mendesak dapat dilaksanakan mendahului perubahan APBD. 

 

https://id.wikipedia.org/wiki/Pemerintah_daerah


 

 

BAB VI 

KONDISI MENDESAK 
 

Pasal 7 
 
Kriteria kondisi mendesak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) 

mencakup: 
a. program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum 

tersedia dan/atau belum cukup anggarannya pada tahun anggaran berjalan; 
dan  

b. keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan 

kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan masyarakat. 
 

BAB VII 

KETENTUAN PENUTUP 
 

Pasal 8 
 

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 62 Tahun 

2016 tentang Penggunaan Surplus Anggaran pada Badan Layanan Umum Daerah 
Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti (Berita Daerah 

Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2016 Nomor 62), dicabut dan dinyatakan 
tidak berlaku. 
 

Pasal 9 
 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati 

ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti. 
 

Ditetapkan di Selatpanjang 

pada tanggal 2 JANUARI 2020 
 

BUPATI KEPULAUAN MERANTI, 
 
 

 TTD 
 

I R W A N 

 
 

Diundangkan di Selatpanjang 
pada tanggal 2 JANUARI 2020 
 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI, 

 
         TTD 
 
 

YULIAN NORWIS 

 
BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI TAHUN 2020 NOMOR 8 


